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BAB II1

PENUTUP

A Kesimpulan

- Berdasarkan uraian didepan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam
pelaksanaannya belum optimal dalam memberikan perlindungan
hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga
di Wilayah Kabupaten Sleman. Terbukti dengan masih
meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap istri dalam lingkup
rumah tangga yang dilakukan oleh suami (seperti data-data yang ada
dalam tabel didalam BAB II) dari tahun ke tahun.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan UU PKDRT untuk
memberikan perlindungan terhadap istri sebagai korban kekerasan

dalam rumah tangga :

1. Aparat penegak hukum belum benar-benar mengetahui dan
mamahami isi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga dan masih menganggap bahwa kasus

KDRT adalah kasus yang ringan dan mudah diselesaikan.



2. Saran
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2. Banyak korban kekerasan yang tidak melaporkan adanya

kekerasan tersebut sehingga polisi kesulitan untuk

memprosesnya.

. Tidak adanya networking antar lembaga litigasi dan antara

lembaga litigasi dan non litigasi. Pihak kepolisian, kejaksaan,
dan kehakiman masih berjalan sendiri - sendiri. Tidak ada
jalinan hubungan yang sinergis dalam penanganan kasus
kekerasan terhadap lembaga perempuan. Lembaga litigasi
tertutup terhadap lembaga non litigasi, seperti LSM, sehingga
tidak memungkinkan digunakannya pendekatan yang lebih
memihak kepada perempuan. Sudut pandang perempuan
seringkali tidak mewarnai atau menjadi pedoman dalam
pengambilan keputusan di persidangan atau penanganan

hukum kasus kekerasan terhadap perempuan.

. Pihak kepolisian memberikan kemudahan terhadap korban

untuk mencabut laporannya.

Saran yang dapat diberikan Peneliti berkaitan dengan masalah

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan



Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam memberiakan perlindungan hukum
terhadap istri yaitu:

1. Aparat penegak hukum harus benar-benar mengetahui dan

mamahami isi dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

2. Sosialisasi UU PKDRT dari dini, misal dari remaja sudah diberikan
materi tentang UUPKRT maupun mengenai gender agar
masyarakat bisa mengambil sikap dari awal untuk mencegahnya.

3. Aparat Penegak hukum harus bisa memberikan rasa yang aman
terhadap korban kekerasan.

4. Adanya kerjasama antara pihak litigasi maupun nonlitigasi dalam
menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga

5. Saran untuk Pengadilan, Kejaksaan dan Kepolisian, data-data
kekerasan dalam rumah tangga yang masuk di ketiga Lembaga
yang berwenang ini seharusnya disimpan didalam computer atau
media elektronik lainnya sehingga tidak susah untuk mencari data-

data yang masuk.
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KASUS KDRT YANG MASUK KE LBH APK JOGJA

Tahun 2002 - 2003 2004 2005 Jumlah
Mulai Juli

Fisik 2 15 10 20 47

Psikis 3 23 33 85 144

Ekonomi 11 14 26 55 106

Seksual 0 10 5 2 17

Jumlah 16 62 74 162 314

KASUS KDRT YANG MASUK KE LBH APK JOGJA

Yogyakarta, 1 JAN 2006

Tahun Jan — Des Jumlah
2006
Fisik 13
Psikis 83
Ekonomi 23
Seksual 11
Jumlah 130
Yogyakarta, 3 Jan 2006
KASUS KDRT YANG MASUK KE LBH APK JOGJA
TAHUN 2007
Tahun | Jan - Des Jumlah
2007
Fisik 45 45
Psikis 45 45
Ekonomi 43 43
Seksual 3 3
Jumlah 136 136

Yogyakarta, 21 Feb 2007






